BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan Objek
Retribusi Daerah dengan memperhatikan potensi Daerah
yang salah satunya melalui retribusi pengendalian

menara telekomunikasi

. bahwa sesuai Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

46/PUU-XI1/2014 terhadap permohonan Uji Materi
Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 124 bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat;

. bahwa akibat dari putusan tersebut ketentuan tentang

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan



Mengingat

Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 19 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku dan tidak

mempunyai kekuatan hukum, sehingga perlu diubah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 19 Tahun
2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara

Telekomunikasi;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembagan Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat
Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012

Nomor 19), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat.

5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
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bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk

usaha tetap.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau
sistem elektromagnetik lainnya.

Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah
bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk
menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk
konstruksinya  disesuaikan dengan = keperluan  penyelenggaraan
telekomunikasi.

Menara Telekomunikasi Bersama yang selanjutnya disebut Menara
Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-
sama oleh penyelenggara telekomunikasi.

Site audit menara telekomunikasi adalah serangkaian prosedur teknis
dalam mengenali, mengidentifikasi, dan menguji secara detail informasi
dan fakta yang ada di lapangan atas keberadaan menara telekomunikasi.
Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik
spesifik.

Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.

Zona menara adalah zona yang diperbolehkan terdapat menara
telekomunikasi sesuai kreteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara
yang disyaratkan untuk bebas visual.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

Kawasan bukan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan
yang fungsinya bukan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan.
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Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang
selanjutnya dapat disebut Tim Pengawasan dan Pengendalian adalah Tim
Teknis yang dibentuk oleh Bupati yang bertugas melaksanakan
Pengawasan dan  Pengendalian terhadap keberadaan  Menara
Telekomunikasi.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat di nikmati orang pribadi atau badan.
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut
Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, pelayanan di bidang
pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum yang besaran nilai retribusi dikaitkan
dengan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan  untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
tertentu.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
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jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukumnya.

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut
retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi,
pelayanan dibidang pengawasan dan pengendalian baik ditinjau dari

aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Objek  Retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara
telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan
dan kepentingan umum.

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



adalah :

a. Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk kepentingan
pertahanan, keamanan dan ketertiban;

b. Menara Telekomunikasi yang dibangun dengan menggunakan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

c. Menara Telekomunikasi yang dibangun semata-mata untuk
kepentingan non komersial atau bukan untuk mendapatkan

keuntungan

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam
pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu)
tahun.

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan
sebanyak 2 (dua) kali dalam 1(satu) tahun.

(3) Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :

a. Dalam kota : indeks 0,9
b. Luar kota : indeks 1,1

(4) Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
a. Menara pole : indeks 0,9
b. Menara 3 kaki :indeks 1
c. Menara 4 kaki :indeks 1,1

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi ditetapkan untuk

menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan

pengendalian menara telekomunikasi.



(2) penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan
pengendalian menara telekomunikasi.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan

formulasi sebagai berikut :

RPMT = Tingkat Penggunaan Jasa X Tarif Retribusi

Atau

RPMT = Hasil Perkalian indeks x Tarif Retribusi

Atau

RPMT = Nilai rata-rata indeks variabel x Tarif Retribusi

(2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung berdasarkan frekuensi Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

(3) Tarif dasar penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan hasil perkalian variabel penghitungan menara dengan biaya
operasional

(4) Variable perhitungan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah merupakan perhitungan kooefisien seperti disebutkan pada
pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dalam peraturan daerah ini.

(5) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
biaya untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan
penyelenggaraan pelayanan Pengawasan dan Pengendalian menara
telekomunikasi, dengan komponen terdiri dari Biaya Transportasi, Uang
harian, Honorarium Tenaga Teknis dan alat tulis kantor (ATK).

(6) Satuan harga untuk Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang
Standar Satuan Harga dan Biaya.

(7) Masa retribusi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 19 Februari 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo

pada tanggal 21 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018
NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 02 TAHUN 2018.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

I. UMUM

Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
XII/2014 diucapkan pada tanggal 26 Mei 2015, Peraturan Daerah tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mempunyai
kekuatan hukum sebagai dasar pemungutan Retribusi.

Berdasarkan Surat Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016
Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi  terkait Putusan Mahkamah  Konstitusi (MK),
penghitungan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang
akan diatur dalam peraturan daerah harus berpedoman pada tata cara
penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 151, Pasal
152, dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka penghitungan tarif retribusi
harus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk
melakukan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi,
antara lain honorarium petugas pengawas, biaya perjalanan dinas, biaya
bahan bakar, serta disesuaikan dengan ketinggian menara, jarak menara

dan frekuensi pengawasan/ pengendalian.



Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan
Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Retribusi Pengendalian

Menara Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Tingkat Pengguna Jasa untuk perhitungan besarnya Retribusi

ditetapkan : 2 (dua ) sesuai jumlah kunjungan dalam satu tahun.

Ayat (3)

Contoh perhitungan tariff retribusi

1. TARIF TUNGGAL
Jumlah menara : 32
jumlah kunjungan :2
Jumlah kunjungan ke menara pertahun 32 x 2 kali = 64 kunjungan
Jika dalam 1 hari = 3 kunjungan, maka 64 kunjungan dibutuhkan

21,333 hari kerja dan dibulatkan menjadi 22 hari kerja.



maka biaya operasional per tahun adalah sebagai berikut :

1 | Trasportasi 1 tim 22 | Rp 1.000.000 Rp 22.000.000
2 | Uang Harian | 3 orang 22 | Rp 300.000 Rp 19.800.000
3 | ATK 1 tahun Rp 6.000.000 Rp 6.000.000
Total biaya operasional per tahun Rp 47.800.000
Biaya rata-rata atau tarif permenara pertahun (32
menara) Rp 1.493.750
TARIF VARIABEL

diasumsikan variabel yang digunakan sebagai berikut :

*

*

Var jarak tempuh dalam kota ( indeks 0,9) dan Luar kota (indeks 1,1)

Var jenis menara : menara pole (indeks 0,9), menara 3 kaki (indeks 1)

dan menara 4 kaki (indeks 1,1)

Pendekatan 1 : mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp

1.493.750,- ke masing-masing variabel sesuai indeks

Variabel Indeks | Indeks Dlaya yang Pistribusi
didistribusikan Biaya
S (2x4
1 2 3 4 atau3x4)
Dalam Kota 0.9 1.493.750 1.344.375
* Menara Pole 0.9 1.344.375 1.209.938
* Menara 3 kaki 1 1.344.375 1.344.375
* Menara 4 kaki 1.1 1.344.375 1.478.813
Luar Kota 1.1 1.493.750 1.643.125
* Menara Pole 0.9 1.643.125 1.478.813
* Menara 3 kaki 1 1.643.125 1.643.125
* Menara 4 kaki 1.1 1.643.125 1.807.438

Berdasarkan pendekatan 1, maka formulasi perhitungan dijabarkan

sebagai berikut :

RPMT

= Hasil perkalian indeks x Tarif Retribusi




Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :

RPMT = indeks var jarak tempuh x indeks var jenis menara x Tarif
=0.9x 1.1 xRp 1.493.750,-
= Rp 1.478.813,-

Untuk menara 4 kaki yang berada

diluar kota :
= indeks var jarak tempuh x indeks var jenis menara x Tarif
=1.1x1.1 xRp 1.493.750,-
= Rp 1.807.438,-

b. Pendekatan 2 : Menggunakan rata-rata indeks

RPMT = Nilai rata-rata indeks variabel x Tarif Retribusi

Untuk menara 4 kaki yang berada didalam kota :
RPMT = indeks var jarak tempuh + indeks var jenis menara x Tarif
2
=09+ 1.1 xRp 1.493.750,-
2
= Rp 1.493.750,-

Untuk menara 4 kaki yang berada diluar kota :
RPMT = indeks var jarak tempuh + indeks var jenis menara x Tarif
2
=1.1+1.1 xRp 1.493.750,-
2
= Rp 1.643.125,-
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